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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan, karena pembangunan tidak dapat dipisahkan dari dana pembangunan yang semuanya dibiayai dari penerimaan pemerintah, dimana penerimaan pemerintah tersebut berasal dari sektor pajak dan non pajak. Penerimaan pemerintah diluar pajak yaitu seperti Minyak Bumi dan Gas (Migas), bantuan luar negeri baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk biaya pembangunan dan devisa dari sektor pariwisata merupakan sektor yang memegang peran paling penting. Akan tetapi, seperti halnya penerimaan negara dari sektor Migas, selain dipengaruhi oleh harga pasar internasional juga dipengaruhi oleh keterbatasannya. Semakin banyak diambil, maka akan semakin menurun persediaan yang ada, karena Migas merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui.

2.1.1 Sejarah Perpajakan

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat ketika itu memberikan upetinya kepada raja dalam bentuk natura berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat tersebut digunakan untuk kepentingan raja setempat, sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada karena sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air untuk perairan sawah, serta kepentingan umum lainnya.

Sejak zaman penjajahan Belanda ternyata telah banyak undang-undang yang diberlakukan untuk mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Ordonansi Rumah Tangga (Stbl 1908 No. 13);

2. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor (Stbl 1934 No. 718);

3. Ordonansi Pajak Upah (Stbl 1934 No. 611);

4. Ordonansi Pajak Pendapatan (Stbl 1944 No. 17);

5. Undang-undang Pajak Radio (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947);

6. Undang-undang Pajak Pembangunan I (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947);

7. Undang-undang Pajak Penjualan Nomor 2 Tahun 1968;

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti;

9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa;

10. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;

Terlalu banyaknya undang-undang yang dikeluarkan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Menyadari kondisi tersebut, maka pada tahun 1994 pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat melakukan reformasi undang-undang perpajakan dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan mengundangkan 4 (empat) paket undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah dipelajari dan dipraktekkan, bahkan sistem perpajakan yang semula official assessment diubah menjadi self assessment. Keempat undang-undang yang dimaksud adalah:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;


Adanya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus-menerus dan dalam rangka memberikan rasa keadilan serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka pada tahun 2000 pemerintah kembali mengadakan perubahan terhadap undang-undang perpajakan yang dibuat pada tahun 1994 seperti dibawah ini:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997;

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997;

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

2.1.2 Pengertian Pajak

Definisi mengenai pajak yang dikemukakan menurut pendapat para ahli dalam bidang perpajakan berbeda-beda, tetapi dari definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Sebagai perbandingan, beberapa batasan-batasan atau definisi pajak dikemukakan oleh para ahli pajak, diantaranya adalah:

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 

(2003:1)

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus yang ditulis oleh Siti Resmi, menyatakan bahwa:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

(2003:1)

Pengertian pajak menurut P. J. A. Andiani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku Perpajakan Indonesia yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

(2003:4)

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemungutan pajak adalah perwujudan nyata dari pengabdian dan peran serta para wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya  yang timbul karena adanya masing-masing kepentingan dan kebutuhan baik masyarakat maupun pemerintah, dimana bagi pemerintah hasil penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat semata-mata digunakan untuk kepentingan umum serta untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dan bagi masyarakat untuk mendapatkan sarana dan prasarana dari pemerintah atau fasilitas untuk kepentingan umum.

Disamping pajak, ada beberapa pungutan lain yang mirip dengan pajak tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan tersebut adalah:

1. Bea Materai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun alat lain.

2. Bea Masuk dan Bea Keluar. Bea Masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea Keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.

3. Cukai, yaitu pungutan yang sudah dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu, misalnya tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lain.

4. Retribusi, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar (misalnya parkir, pasar, jalan tol, dan lain-lain).

5. Iuran, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.

6. Lain-lain pungutan yang sah atau legal berupa sumbangan wajib.

2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa: 

“Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair), yaitu pajak sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

2. Fungsi Mengatur (Reguleren) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.”

(2003:8)

Kedua fungsi pajak tersebut harus berjalan secara seimbang dan penuh perhitungan agar penerimaan pajak yang setinggi-tingginya tidak memberatkan dunia usaha secara khusus dan perekonomian secara umum. Ketika mendapatkan banyak dana masyarakat melalui instrumen pajak, maka di sisi lain harus diimbangi dengan pengeluaran negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, investasi dan penciptaan lapangan kerja baru.


Dalam perkembangannya fungsi pajak dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi yang sering disebut sebagai fungsi tambahan karena bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. sedangkan fungsi redistribusi adalah suatu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk keperluan pemerintah di satu pihak, tetapi demi kepentingan rakyat banyak karena pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya kontra prestasi langsung kepada masyarakat secara individual dan tidak memandang jumlah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Pemungutan pajak dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan syarat-syarat yang khusus untuk melakukannya agar seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan mendefinisikan pemungutan pajak sebagai berikut:

“Pemungutan pajak adalah perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.“ 

(2003:11)

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam buku Perpajakan , menyatakan bahwa:

“Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)


Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis)


Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana


Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”

(2003:2)

Hal senada mengenai syarat pemungut pajak seperti yang ditulis oleh Mansury dan dikutip oleh Waluyo & Wirawan B. Ilyas dalam buku Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

“1. Syarat Keadilan Horizontal 
a. Definisi Penghasilan

b. Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk ke dalam pengertian definisi penghasilan;

c. Globality
Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar;

d. Net Income
Ability to play yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

e. Personal Exemptin
Pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

f. Equal Treatment for The Equals
Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan;

2. Syarat Keadilan Vertikal

a. Unequal Treatment for The unequals

Besarnya tariff dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan);
b. Progression

Wajib pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan persentase tariff yang besar.”

 (2003:14)

Sementara itu syarat pemungutan yang ditulis oleh Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave yang dikutip oleh Waluyo & Wirawan B. Ilyas dalam buku Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

“Syarat Pemungutan Pajak:

1. Benetif Principle

Dalam system perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah;

2. Ability Principle

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.”

 (2003 : 14)

Dari ketiga pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar dapat tercapai suatu hal yang berkesinambungan antara wajib pajak dan pemungut pajak serta untuk menghindari hambatan dan perlawanan dari wajib pajak, karena wajib pajak merasa dirugikan oleh fiskus. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 


a. Syarat Keadilan

b. Syarat Yuridis

c. Syarat Ekonomis

d. Syarat Finansial
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan dan stelsel campuran.

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk Pajak Penghasilan maka objeknya adalah penghasilan). Oleh Karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode sehingga wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai dan semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.  

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya : penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. 

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal suatu tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

2.1.6 Teori Pendukung Pemungutan Pajak

a. Teori Asuransi

Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Teori asuransi ini hanya memberi alasan saja, karena pada dasarnya teori ini tidak tepat untuk melandasi adanya pemungutan pajak. Premi tidak sama dengan pajak karena premi sama dengan retribusi yang kontra-prestasinya dapat dirasakan secara langsung oleh pemberi premi. Premi yang diberikan kepada negara tidak sama dengan premi yang diberikan kepada perusahaan dalam arti premi yang sesungguhnya. Apabila masyarakat mengalami kerugian, negara tidak dapat memberikan penggantian sebagaimana layaknya perusahaan asuransi dan jumlah premi yang diberikan tidak bisa dihitung dalam jumlah seimbang yang akan diberikan oleh negara.

b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan. Demikian sebaliknya bagi warga negara yang memiliki harta benda sedikit, membayar pajak lebih sedikit kepada negara untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut. Teori kepentingan sebagai landasan teori untuk pemungutan pajak kurang tepat, sebab seharusnya kepentingan warga yang memiliki harta yang sedikit secara sosial kepentingannya lebih banyak dan seharusnya membayar pajak juga lebih banyak.

c. Teori Gaya Pikul

Dasar teori ini adalah asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Gaya pikul ditentukan berdasarkan beberapa komponen yaitu penghasilan, kekayaan, dan susunan keluarga Wajib Pajak. Teori gaya pikul diakui oleh para sarjana karena lebih menekankan pada unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan.

d. Teori Gaya Beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur (regulerend) dari pajak agar masyarakat tetap eksis. Teori gaya beli ini akan berlaku sepanjang masa baik terhadap masyarakat yang menganut sistem sosialisme maupun masyarakat yang menganut sistem liberalisme. Kemaslahatan suatu masyarakat akan tetap terjamin dengan pembayaran pajak berdasarkan teori gaya beli ini.

e. Teori Bakti

Teori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Teori bakti bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan bakti dari masyarakat kepada negara, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya. Teori bakti ini disebut juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak.

2.1.7 Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

2.1.7.1 Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat digolongkan menurut sifatnya, sasarannya atau objeknya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

Pengelompokkan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam buku Perpajakan, menyatakan bahwa:

“Menurut Golongannya:

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 


Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai."

(2003:5)

Pengelompokkan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh Waluyo & Wirawan B. Ilyas dalam buku Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

“Menurut Golongannya:

1. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh;

2. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: PPN.”

(2003:13)
Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pajak yang dipikul seseorang atau badan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dipikul atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya

Pengelompokkan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam buku Perpajakan, menyatakan bahwa:

“Menurut Sifatnya:

b. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah."

(2003:6)

Pendapat lain tentang pengelompokkan pajak menurut sifatnya juga diungkapkan oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan Konsep, Teori dan Isu menyatakan bahwa:

“Pembagian Pajak Berdasarkan Sifatnya:

1. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang erat hubungannya dengan subjek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subjek pajak. Contoh:PPh;

2. Pajak Objektif, merupakan pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan objek pajak. Contoh: Bea masuk, cukai, PPN dan bea materai.”

(2006:44)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelompokkan pajak menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi pajak subyektif dan obyektif. Pajak obyektif yaitu pajak yang berpangkal atau erat hubungannya dengan subjek pajak dengan memperhatikan keadaan dari wajib pajak. 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungutnya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam buku Perpajakan menyatakan bahwa:
“Menurut Lembaga Pemungutnya:

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barng Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan."

(2003:6)

Pendapat lain tentang pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungutannya, dinyatakan oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan Konsep, Teori dan Isu menyatakan bahwa:

“Pembagian Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya:

1. Pajak Pusat, adalah pajak yang administrasinya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak;

2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipunguat oleh pemerintah daerah, dibedakan dengan pajak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tingkat II.” 

(2006:45)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungutannya dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah tingkat II.
2.1.7.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

“Sistem pemungutan pajak dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
2. Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
3. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
4. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.”
(2007:22)
Di Indonesia dari keempat pemungutan pajak diatas, pelaksanaan official assessment system telah berakhir pada tahun 1967. Tahun 1968 sampai dengan tahun 1983 Indonesia masih menggunakan sistem semi self assessment dan withholding. Tahun 1984 Indonesia mulai menggunakan sistem self assessment secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-undang KUP) yang mulai berjalan 1 Januari 1984.

2.1.8 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
2.1.8.1 Hak Wajib Pajak

Hak wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus yang dikutip oleh Siti Resmi, menyatakan bahwa: 

“Hak-hak wajib pajak adalah:

a Mengajukan surat keberatan dan banding;

b Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan;

c Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

d Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah;

e Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.”

(2003:22)

Dari hak wajib pajak tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa apabila wajib pajak berpendapatan bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan atau banding, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah atau hak-hak lainnya. 
2.1.8.2 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus yang dikutip oleh Siti Resmi, menyatakan bahwa: 

“Kewajiban wajib pajak adalah:

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar;

c. Mengambil sendiri surat pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke KPP dalam batas waktu yang telah ditetapkan;

d. Menyerahkan pembukuan/pencatatan;

e. Jika diperiksa wajib:

f. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek pajak yang terutang;

g. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna memperlancar pemeriksaan;

h. Memberikan keterangan yang dibutuhkan.”

(2003:22)


Dari kewajiban wajib pajak tersebut, penulis dapat menyimpukan bahwa wajib pajak yang mempunyai penghasilan diatas (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), menghitung dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang dan kewajiban yang lainnya yang harus dipenuhi oleh wajib pajak..

2.2 Hukum Pajak

2.2.1 Pengertian Hukum Pajak

Pengertian mengenai hukum pajak yang dikemukakan menurut pendapat para ahli dalam bidang perpajakan berbeda-beda, tetapi dari pengertian tersebut mempunyai tujuan yang sama. Sebagai perbandingan, beberapa batasan-batasan atau pengertian pajak dikemukakan oleh para ahli pajak, diantaranya adalah:

Pengertian hukum pajak menurut Early Suandi dalam buku Hukum Pajak adalah:

"Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak."
(2000:12)

Menurut R. Santoso Brotodihardjo yang dikutip oleh Wiratni Ahmadi pengertian hukum pajak dalam buku Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak adalah sebagai berikut :

"Hukum Pajak disebut juga hukum fiskal, merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, menjadi bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak)."

(2006:8)

Pengertian hukum pajak menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam buku Hukum Pajak adalah :

"Hukum Pajak merupakan segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi negara."

(2007:12)

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pajak merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat.
2.2.2 Ciri Hukum Pajak


Ada beberapa ciri hukum pajak dibidang perpajakan yang ada di Indonesia, yaitu:

1) Terpisah-pisah tidak ada kodifikasi, disebabkan adanya beberapa pembuat undang-undang pajak (seperti adanya pajak pusat dan pajak daerah).

2) Karena sifatnya sendiri tidak membantu terciptanya suatu kodifikasi, dengan adanya perubahan/penambahan undang-undang disebabkan karena usaha untuk menyesuaikan perkembangan dalam masyarakat khususnya dibidang ekonomi. Suatu peraturan pajak itu dapat mengikuti perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial, disamping adanya delegasi wewenang pada pejabat lain. Wewenang dalam hal ini adalah pembuatan undang-undang yang didelegir pada Menteri Keuangan tapi hanya terbatas pada ketentuan formal saja dan tidak boleh menyimpang dari jiwa undang-undang itu sendiri.

2.2.3 Fungsi Hukum Pajak

Ada beberapa fungsi hukum yang relevan dengan kebijakan perpajakan yang ada di Indonesia, yaitu :

1. Hukum sebagai alat pengendalian sosial

Hukum dipandang sebagai pengendali sosial yang menetapkan tingkah laku yang merupakan penyimpangan dan sanksi hukum yang diterapkan terhadap tingkah laku penyimpangan tersebut. Hukum sebagai alat pengendalian sosial digunakan untuk menentukan dan menilai tindakan pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan atau peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta menentukan dan menilai tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewaibannya dibidang perpajakan.

2. Hukum sebagai alat perubahan dalam masyarakat

Hukum adalah alat yang digunakan pemerintah sebagai tempat kebijakan perpajakan dalam rangka pembangunan sosial dan sebagai upaya untuk mengubah masyarakat Indonesia dari masyarakat tradisional sampai masyarakat modern, dari masyarakat tertinggal menjadi masyarakat maju dan dari masyarakat agraris sampai masyarakat industri.

3. Hukum sebagai alat politik

Proses pembentukan hukum adalah proses politik. Dalam sistem hukum di Indonesia merupakan suatu konsep yang relevan karena hukum merupakan hasil legislatif dan presiden. Penerapan fungsi hukum sebagai alat politik melahirkan konsep politikhukum, yaitu kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki dengan maksud untuk dapat digunakan dalam mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

2.2.4 Pembagian Hukum Pajak

2.2.4.1 Hukum Pajak Material (Material Tax Law)

Hukum pajak material adalah  ketentuan yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak.

Hukum pajak material mengatur tentang siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak, objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak, kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah, timbul dan hapusnya utang pajak, cara penagihan pajak, serta cara mengajukan keberatan dan banding.

Undang-undang yang termasuk ke dalam hukum pajak material adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Meterai.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.4.2 Hukum Pajak Formal (Formal Tax Law)

Hukum pajak formal adalah hukum yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan dan melaksanakan hukum pajak material agar menjadi kenyataan. Ketentuan hukum pajak formal tidak mutlak harus dimasukkan ke dalam undang-undang dan tidak ada larangan juga untuk dimasukkan ke dalam undang-undang dengan konsekuensi jika ada perubahan maka perubahannya harus dilakukan dengan undang-undang karena tidak mungkin keputusan menteri mengubah ketentuan undang-undang.

Undang-undang yang termasuk ke dalam hukum pajak formal adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang Hak Mendahulu Pajak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

2.2.5 Penafsiran dalam Hukum Pajak

Suatu peraturan adakalanya tidak dapat dimengerti secara jelas atau kurang jelas sehingga perlu suatu cara atau upaya penafsiran (interprestasi) untuk menerobos peraturan yang tidak jelas tersebut. Ketidakjelasan suatu peraturan bisa disebabkan karena adanya kesenjangan antara peraturan yang sifatnya tertulis dengan kesadaran hukum suatu masyarakat yang ada, atau karena memang peraturan yang tertulis tidak dapat dimengerti atau bahkan mempunyai pengertian yang bermacam-macam menurut bahasa yang ada (secara tertulis) yang dibaca oleh pembaca peraturan tersebut.

Tidak setiap orang boleh melakukan penafsiran atas suatu peraturan tertulis yang tidak jelas atau kurang jelas. Apabila atas suatu peraturan menimbulkan berbagai penafsiran menurut pendapat mereka yang membacanya, maka yang berwenang memutuskan penafsirannya adalah hakim, yaitu dalam hal terjadi sengketa yang diajukan ke pengadilan. Penafsiran hakim hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja (sesuai hukum perdata) dan tidak mengikat umum.

Berbagai penafsiran (interprestasi) yang sering digunakan dalam lapangan hukum perdata, namun juga dapat digunakan dalam lapangan hukum publik, termasuk dalam hukum pajak sebagai alat untuk mencoba memahami peraturan (undang-undang).

A. Penafsiran Historis
Penafsiran historis adalah penafsiran atas suatu undang-undang dengan melihat pada sejarah dibuatnya suatu undang-undang. Untuk dapat memahami penafsiran historis yang demikian, tentu hanya dapat diketahui dari dokumen-dokumen rapat pada waktu dibuatnya undang-undang.

B. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Seperti diketahui bahwa kehidupan suatu masyarakat selalu berkembang (sifat dinamis) sedangkan undang-undang yang bentuknya tertulis tidak bisa selalu mengikuti kehidupan masyarakat yang selalu lebih cepat perkembangannya. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian antara undang-undang yang sifatnya tertulis dengan perkembangan (perubahan) kehidupan suatu masyarakat.

C. Penafsiran Sistematik

Penafsiran sistematik adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan mengaitkannya pada ketentuan (pasal-pasal) lain dari undang-undang dimaksud (dalam satu undang-undang) atau dengan mengaitkannya dengan ketentuan (pasal-pasal) lain dari undang-undang yang lainnya.

Karena suatu undang-undang terdiri atas pasal-pasal, maka ketentuan atas suatu pasal yang tidak jelas dapat diketahui dengan melihat atau mengaitkannya dengan arti atau maksud dari pasal-pasal lainnya atas suatu undang-undang yang lainnya sehingga merupakan suatu sistem yang saling berhubungan.

D. Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Biasanya dalam suatu undang-undang terdapat sebuah pasal mengenai ketentuan umum yang isinya menjelaskan arti atau maksud dari ketentuan yang telah diatur.
E. Penafsiran Tata Bahasa

Penafsiran tata bahasa adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat undang-undang. Dari semua penafsiran yang ada, penafsiran menurut tata bahasa merupakan penafsiran yang paling penting dibandingkan dengan penafsiran-penafsiran lainnya, sebab apabila kata-kata dalam kalimat suatu pasal dalam undang-undang telah jelas maksudnya maka tidak boleh lagi dipergunakan cara-cara penafsiran lainnya.

F. Penafsiran Analogis

Penafsiran analogis adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan cara memberi kiasan (ibarat analog) pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk dalam suatu ketentuan jadi termasuk berdasarkan analog yang dibuat.

Penafsiran analogis ini adalah sama dengan penafsiran secara ekstensif yang maksudnya memperluas suatu aturan hingga suatu peristiwa menjadi termasuk dalam aturan yang ada. Penafsiran analogis ini tidak boleh dipakai dalam undang-undang pajak karena dapat merugikan Wajib Pajak dan tidak adanya kepastian hukum terhadap peristiwa yang terjadi.

G. Penafsiran A Contrario
Penafsiran a contrario adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Berdasarkan perlawanan pengertian itu ditarik kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak diatur dalam pasal undang-undangnya atau dengan kata lain soal yang dihadapi berada di luar ketentuan pasal suatu undang-undang. Penafsiran a contrario juga tidak boleh dipakai di dalam hukum pajak karena akan merugikan Wajib Pajak dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum yang sudah jelas mengaturnya.

2.2.6 Kedudukan Hukum Pajak

Undang-undang pajak adalah produk hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum baik mengenai pembuatannya, pelaksanaannya, maupun mengenai materinya. Hukum selalu bertujuan memberi keadilan dan disamping itu hukum sebagai alat untuk mengatur tata tertib hukum.

Letak hukum pajak berada dalam tata hukum nasional negara kita. Dalam literatur ternyata hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara, yang merupakan segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi negara.

Sekalipun kedudukan pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara, dalam pengaturan materinya banyak memiliki kesamaan dengan hukum perdata dan hukum pidana.

Dalam hal penagihan pajak hukum pajak tidak dapat lepas dari peraturan hukum yang berupa undang-undang untuk menipiskan kendala-kendala dalam pembayaran pajak. Pihak KPP harus memberikan arahan kepada wajib pajak untuk menyampikan pajak yang terutang tepat waktu, agar pihak kantor pelayanan pajak dapat melakukan tugasnya dengan baik. 
Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan Konsep, Teori dan Isu menyatakan bahwa: 
“Hukum pajak yang sering digunakan untuk melaksanaan penagihan pajak dibatasi pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Undang-undang Hak Mendahulu Pajak) karena segala tindakan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 dan untuk mengetahui wewenang utama fiskus dalam tindakan penagihan pajak diperlukan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.”
(2006:106)
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-undang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa) merupakan undang-undang yang mengatur tindakan penagihan yang diawali dengan Surat Teguran, namun bila Wajib Pajak tidak mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa. Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai Wajib Pajak dan kepentingan negara.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Undang-undang Hak Mendahulu Pajak)
Undang-undang hak mendahulu pajak merupakan salah satu aturan hukum yang mengatur hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak. Ketentuan tentang hak mendahulu pajak meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan.
Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak.
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.

3. Biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Hak mendahulu pajak akan hilang setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah kecuali apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut Surat Paksa untuk membayar pajak diberitahukan secara resmi.

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai kedudukan preferen atau istimewa atas barang-barang milik Wajib Pajak yang akan dilelang di muka umum. Maksudnya adalah memberi kesempatan kepada negara (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) untuk mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain atas hasil pelelangan barang milik Wajib Pajak.
2.3 Penagihan Pajak

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan dibidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapat perhatian. Sebagaimana dikemukakan diatas, di dalam sistem self assessment yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Apabila Wajib Pajak yang lalai melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar utang pajak, maka fiskus akan mengeluarkan Surat Paksa. Surat Paksa ini dikeluarkan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak, fiskus tidak bekerja sendiri dan masih memerlukan pihak lain yang dianggap perlu untuk membantu kesuksesan dan kelancaran penagihan pajak seperti yang ditulis oleh Moeljo Hadi dalam buku Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa: 

“Pejabat pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam hal mereka tersebut pada butir a dan b diatas juga tidak dijumpai pejabat-pejabat itu harus memberi tandatangan.”

(2001:30)

“Dapat disimpulkan bahwa sekalipun wewenang penagih pajak yang dimiliki oleh fiskus cukup besar, namun dalam hal-hal tertentu peran serta hakim pengadilan masih tetap diperlukan.”

(2001:36)


Dari kedua kutipan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak yang terkait dalam penagihan pajak adalah:

1) Bupati

2) Walikota

3) Camat 

4) Lurah

5) Hakim Pengadilan Negeri

2.3.1
Jenis Penagihan Pajak

Penagihan pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:
a. Penagihan Pajak Pasif

Pada dasarnya besarnya utang pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan wajib pajak dalam melakukan penghitungan pajak terutang atau wajib pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Ketiga surat ini merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). 

Penjelasan mengenai pajak pasif menurut Early Suandi dalam buku Hukum Pajak akan diuraikan sebagai berikut :

“Pajak pasif terdiri dari:
1. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang dikeluarkan untuk menagih pajak dengan mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya).

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

5. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.”
(2000:34)
b. 
Penagihan Pajak Aktif
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindak sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Penagihan pajak aktif terdiri dari Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Pelelangan, Penagihan Seketika dan Sekaligus, Penghapusan Piutang Pajak dan daluwarsa Penagihan Pajak.

Penjelasan mengenai pajak aktif menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam buku Hukum Pajak akan diuraikan sebagai berikut :

“Pajak aktif terdiri dari:

1. Surat Teguran 

Merupakan surat peringatan untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam undang-undang tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri.
2. Surat Paksa

Merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan diterbitkannya Surat Paksa (SP) yaitu :

a Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

b Bahwa terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.

c Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa akan disampaikan kepada Penanggung Pajak paling lambat setelah 21 (dua pulu satu) hari setelah Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan. Apabila Surat Paksa diterbitkan kurang dari 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterbitkan maka Surat Paksa menjadi batal demi hukum.

3. Penyitaan 

Merupakan tindakan yang dilakukan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyitaan dilakukan berdasarkan surat Perintah Melaksanakan Penyitaan jika Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2 x 24 jam setelah surat pajak diberitahukan.

4. Pelelangan 

Merupakan penjualan barang dimuka umum yang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/tertutup yang didahului dengan pengumuman lelang. Pelelangan dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan.

5. Penagihan Seketika dan Sekaligus 

Merupakan penagihan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dan meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak.

6. Penghapusan Piutang Pajak 

Merupakan penghapusan piutang pajak karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa alasan yang didasarkan pada kondisi tertentu baik atas piutang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

7. Daluwarsa Penagihan Pajak 

Merupakan batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang bahwa fiskus tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan penagihan terhadap utang pajak Wajib Pajak. Daluwarsa penagihan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak terhadap suatu utang pajak untuk tidak ditagih lagi.”
(2007:43)
2.3.2 Dasar Penagihan Pajak


1. Pajak Pusat

Menurut Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus mendefinisikan pajak pusat sebagai berikut :

“Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.”







 

                            (2003:1)              

Pajak Pusat terdiri atas:

a. Pajak Penghasilan

b. Pajak Pertambahan Nilai

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

d. Pajak Bumi dan Bangunan 

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan dan 

f. Bea Meterai

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat secara langsung yaitu oleh Departemen Keuangan melalui dirjen pajak, adapun pajak yang dipungut diantaranya (PPh, PPn, PPnBm, PBB, BPHTB, dan Bea Meterai) dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan rumah tangga negara pada umumnya.

2. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Pajak No. 34 tahun 2000, pajak daerah didefinisikan sebagai berikut :

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

(2006:339)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. 

Pajak Daerah terdiri atas :

1.  Pajak Propinsi :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan di Atas Air

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Pajak Kabupaten / Kota :

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir

Berdasarkan jenis pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah terdiri dari dua jenis pajak yang dilakukan di daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah tersebut, yaitu jenis pajak propinsi dan pajak kabupaten / kota.
2.3.3 Prosedur Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan di KPP Bandung Karees berdasarkan urutan proses pelaksanaan, alasan dilakukan tindakan penagihan tersebut, dan waktu pelaksanaannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Proses pelaksanaan penagihan, alasan tindakan penagihan

dan waktu pelaksanaan penagihan

	No.
	Jenis Tindakan
	Alasan
	Waktu Pelaksanaan

	1.
	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

(Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 561/KMK.04/2000)
	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pembayaran.
	Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

	2.
	Penerbitan Surat Paksa.

(Pasal 7 UU PPSP dan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan nomor: 561/KMK.04/2000)
	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

	3.
	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan penyitaan.

(Pasal 12 UU PPSP)
	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa.
	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

	4.
	Pengumuman Lelang.
	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya.
	Paling singkat 14 hari setelah penyitaan.

	5.
	Penjualan/Pelelangan Barang Sitaan.

(Pasal 26 UU PPSP)
	Selain pengumuman lelang ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya.
	Paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang.


Sumber : Pedoman Penagihan Pajak, 2005
Untuk dapat melaksanakan proses penagihan tersebut, maka pegawai KPP Bandung Karees yang bertugas menangani penagihan pajak harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku khususnya berkaitan dengan tindakan penagihan pajak. Tanpa pengetahuan yang memadai maka proses penagihan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

Penagihan pajak harus melalui prosedur-prosedur yang ada, karena jika tidak melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berarti seorang fiskus telah melakukan kesalahan besar dan akan berakibat buruk, diantaranya citra dari KPP wilayah kerja fiskus tersebut akan jelek dimata masyarakat khususnya para Wajib Pajak.

Adapun prosedur yang harus dilakukan oleh fiskus yaitu seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:
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Gambar 2.1

Skema Prosedur Penagihan Pajak 

Di bawah ini adalah penjelasan dari prosedur penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Bandung Karees:

1. STP/SKPKBT/SKPKB

STP merupakan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh KPP kepada Wajib Pajak yang terdaftar, sedangkan SKPKB merupakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimana surat ketetapan ini diterbitkan oleh kantor pajak setelah fiskus menghitung ulang utang pajak para Wajib Pajak maupun Penanggung Pajak, kemudian terdapat selisih yang menyebabkan hutang pajak masih kurang membayarnya ataupun selisih antara utang pajak yang dikreditkan. Apabila utang pajak lebih bayar dari pajak yang dikreditkan maka terjadi kurang bayar, tapi apabila utang pajak lebih kecil daripada kredit pajak maka timbullah dengan apa yang disebut lebih bayar.

Apabila kantor pajak telah mengeluarkan atau menerbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan kurang bayar, Wajib Pajak diberikan waktu satu bulan untuk melunasinya dan apabila dalam jangka waktu satu bulan belum ada kabar apa-apa, kantor pajak memberikan toleransi selama tujuh hari (1 Minggu) kepada Wajib Pajak yang terutang untuk melunasinya. Apabila dalam jangka waktu toleransi tersebut tidak diindahkan, maka KPP mengeluarkan Surat Teguran.

2. Surat Teguran

Menurut Pasal 8 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

“Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.”

(2006:191)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan pajak dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis yang diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
Setelah dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan sebagaimana dimaksud diatas, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak maka dilakukan suatu tindakan penagihan pajak aktif dengan nama Surat Teguran yang dimaksud untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
 Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran seperti yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.

Namun demikian, Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis tidak diterbitkan apabila kepada Penanggung Pajak telah diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak.

3. Surat Paksa
Primandita Fitriandi dalam buku Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap menjelaskan bahwa:
“Pasal 7 ayat 1 menyatakan Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum pajak yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”
(2006:191)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, diberikan ketentuan mengenai kekuatan eksekutorial serta memberikan kedudukan hukum pajak yang sama dengan grosse akta yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.
Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT, STB, SKBKB, SKBKBT, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, apabila:

a) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

b) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.

c) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh Pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena penerbitan Surat Paksa memberikan wewenang kepada petugas penagihan pajak, khususnya Jurusita Pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung (parate executive) dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan atau pelelangan atas barang-barang yang disita untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu.

Surat Paksa diterbitkan paling cepat 21 (dua puluh satu) hari sejak penerbitan Surat Teguran atau 28 (dua puluh delapan) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran SKPKB PPh/PPN/PPnBM atau SPPT/SKP PBB, kecuali apabila terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa dapat segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak saat Surat teguran diterbitkan.

4. SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan)

Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak, maka Kepala KPP/KPPBB yang telah menerbitkan Surat Paksa menerbitkan SPMP. Dengan kata lain, SPMP paling cepat diterbitkan setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. Jika objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dan tidak berada dalam satu kota, maka prosedurnya adalah sebagai berikut:

a) Dalam hal obyek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat tersebut meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat/lokasi obyek sita untuk menerbitkan SPMP terhadap obyek sita yang dimaksud. Selanjutnya Pejabat yang diminta bantuan segera menerbitkan SPMP tersebut.

b) Apabila obyek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerkanya juga meliputi tempat obyek sita berada untuk menerbitkan SPMP.

5. Surat Lelang

Pelelangan merupakan tindakan hukum penagihan berikutnya untuk melunasi utang pajak Wajib Pajak. Lelang dalam hal sita pajak merupakan salah satu bagian dari berbagai jenis untuk melaksanakan eksekusi atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam rangka penagihan piutang pajak.

Surat lelang dikeluarkan untuk aset Wajib Pajak yang dilakukan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan pelelangan. Setelah ditentukan hari, tanggal, dan jam lelang maka Kepala Kantor mengumumkan lelang paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaanmelalui surat kabar, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau media elektronik termasuk internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang yang akan dijual.

Kepala Kantor atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lebih rendah dari harga limit yang ditentukan dan untuk menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi utang pajak dan atau biaya penagihan pajak.
2.4 Peranan Hukum Pajak dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak

Sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Adapun undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini untuk melaksanakan penagihan pajak dalam hukum pajak adalah:

a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa).

b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Undang-undang Hak Mendahulu Pajak).
Wiratni Ahmadi dalam buku Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak berpendapat bahwa:

“Hal-hal yang diatur dalam hukum pajak adalah mengenai:

1. Siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak.

2. Objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak.

3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah.

4. Timbul dan hapusnya utang pajak.

5. Cara penagihan pajak.

6. Cara mengajukan keberatan dan banding.”

(2006:8)


Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak khususnya dalam penagihan pajak. 

Tindakan penagihan pajak dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi fiskus untuk menagih utang pajak dari para Wajib Pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya. 
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